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Abstrak
 

Timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat, sektor rumah tangga sebagai sumber sampah

terbesar dari timbulan tersebut belum dikenakan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan hingga

tahun 2017 melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 yang mengenakan tarif atas

pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tinggal. Sementara timbulan sampah terus meningkat,

kebijakan tersebut kemudian dicabut melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021,

mengembalikan tarif pelayanan persampahan/kebersihan untuk sektor rumah tangga menjadi nol rupiah.

Padahal, pengenaan tarif dapat menjadi alat untuk mengendalikan timbulan sampah dan perilaku di sektor

rumah tangga sehubungan dengan ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan,

tantangan yang dihadapi dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga di DKI Jakarta, dan

alternatif pengenaan tarif retribusi pada sektor rumah tangga yang memberikan disinsentif timbulan sampah

dan memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan

pendekatan kualitatif dan pengumpulan data studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara

mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang melatar belakangi perubahan

kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan retribusi di rumah tangga, serta alternatif yang dapat

dilakukan. Latar belakang Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 adalah amanat penyesuaian

tarif dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penolakan dari Wajib Retribusi dan

anggota dewan terkait, serta adanya persepsi pengenaan tarif ganda di masyarakat. Tantangan yang harus

dihadapi pemerintah dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga adalah berupa resistensi

masyarakat di sektor rumah tangga, basis data pemungutan yang belum memadai, dan Sumber Daya

Manusia terkait yang belum mendukung berjalannya kebijakan. Sementara itu alternatif pengaturan retribusi

yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan

lingkungan adalah berupa implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan panduan

perhitungan kalkulator pengenaan tarif retribusi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan

sampah yang memberikan paksaan dan kesadaran akan diperlukannya pembiayaan dalam pengelolaan

sampah, pengaturan tarif berdasarkan prinsip Pay As You Throw, dan peningkatan pemahaman SDM terkait

untuk memupuk kesadaran dan kepatuhan dalam pengenaan tarif retribusi yang akan dilakukan.

......Waste generation in DKI Jakarta Province continues to increase, the household sector as the largest

source of waste generation has not been charged a user charge rate for waste/cleanup services until 2017

through DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2017 which charges a tariff for waste collection

services from residential homes. While waste generation continued to increase, the policy was later revoked

through DKI Jakarta Governor Regulation Number 8 of 2021, returning the waste/cleanup service tariff for

the household sector to zero rupiah. In fact, the imposition of tariffs can be a tool to control waste generation

and behavior in the household sector in relation to this. The research aims to analyze the policy background,
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challenges faced in imposing retribution rates on the household sector in DKI Jakarta, and alternatives to

imposing retribution rates on the household sector that provide disincentives for waste generation and have

more consideration to environmental policy principles. The research is descriptive research with a

qualitative approach and data collection of literature studies and field studies in the form of in-depth

interviews. The research found that there are several reasons behind the policy change, challenges faced in

imposing retribution on households, and alternatives that can be done. The background of DKI Jakarta

Provincial Regulation Number 8 of 2021 is the tariff adjustment mandate in the Regional Tax and

Retribution Law (UU PDRD), rejection from retribution payers and relevant council members, and the

perception of double tariff imposition in the community. The challenges that must be faced by the

government in imposing retribution rates on the household sector are in the form of community resistance in

the household sector, an inadequate collection database, and related Human Resources that do not support

the implementation of the policy. Meanwhile, alternative user charges imposition that provide disincentives

for waste generation and give more consideration to the principles of environmental policy are the

implementation of Permendagri No. 7/2021 that provides guidance on the calculation calculator for

imposing user charge rates, improving the quality of waste management facilities and infrastructure that

provide coercion and awareness of the need for financing in waste management, setting rates based on the

Pay As You Throw principle, and increasing the understanding of relevant human resources to foster

awareness and compliance in the imposition of retribution rates that will be carried out.


